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Abstrak 
Penelitian ini menggunakan metode AHP dan TOPSIS untuk mencari strategi perencanaan terbaik 
atau kebijakan dalam pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). AHP digunakan 
untuk menstrukturisasi permasalahan keputusan menjadi bentuk hirarki dan menghitung bobot dari 
masing-masing faktor dan aktor, sedangkan TOPSIS digunakan untuk menghitung ranking dari solusi 
alternatif pada AHP, yaitu dengan memilih solusi alternatif terbaik berdasarkan jarak terdekat dari 
solusi ideal. Berdasarkan perhitungan data menggunakan metode AHP, menunjukkan faktor dengan 
nilai bobot tertinggi adalah demografis/kependudukan = 0,413, sedangkan aktor yaitu pengusaha = 
0,312, dan nilai tertinggi untuk alternatif kebijakan permodalan = 0,303. Sementara itu, perhitungan 
TOPSIS menunjukkan bahwa solusi alternatif terbaik berdasarkan jarak terpendek untuk mencapai 
solusi ideal adalah kebijakan permodalan dengan jumlah nilai 0,929.Berdasarkan dua metode 
tersebut, hasilnya mengindikasikan bahwa kebijakan permodalan adalah strategi terbaik untuk 
diterapkan dalam mengembangkan kebijakan usaha mikro, kecil dan menengah. Selain itu, hasil dari 
penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan kontribusi yang berguna untuk institusi 
sebagai bahan pertimbangan khususnya bagi koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah (KUMKM). 
 
Kata kunci: AHP, TOPSIS, rangking, solusi alternatif, solusi ideal. 
 
1. Pendahuluan 
Kegiatan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) menyerap 96,8% dari seluruh pekerja yang 
berjumlah 80,3 juta pekerja. Eksistensi dan peran usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di 
provinsi DKI Jakarta pada tahun 2011 mencapai 14,971, yang terdiri dari usaha mikro=12,320 
unit usaha, usaha kecil=1,668 unit usaha, usaha menengah=963 unit usaha (data direktori 
UMKM DKI Jakarta, 2011). Pada kondisi lain, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) 
sesungguhnya menghadapi situasi yang bersifat (double squeze) situasi yang  datang dari sisi 
internal dan eksternal, yaitu: Situasi yang datang dari sisi internal (dalam negeri) berupa 
ketertinggalan dalam produktivitas, efisiensi dan inovasi. Situasi yang datang dari eksternal 
pressure, seperti pasar bebas. Disinilah dirasakan pentingnya peran pemerintah maupun institusi 
penopang untuk mendongkrak kinerja usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).  
Pokok masalah yang akan di angkat dalam penelitian ini adalah penentuan strategi kebijakan 
pembinaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) agar para pelaku usaha mikro, kecil dan 
menengah (UMKM) tetap bertahan dan mengembangkan bisnisnya menembus pasar bebas yang 
dilakukan dengan menggunakan pendekatan Multi Criteria Decision Making (MCDM). Banyak 
kriteria yang terlibat dan bertentangan sehingga Metode Multi Criteria Decision Making 
(MCDM) yang diimplementasikan adalah Analytic Hierarchy Process (AHP) dan Technique for 
Order of Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS), Dimana metode Analytic 
Hierarchy Process (AHP) digunakan untuk menstrukturisasi permasalahan keputusan menjadi 
bentuk hirarki dan menghitung bobot dari masing-masing faktor dan aktor, Sedangkan 
Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS) digunakan untuk 
menghitung ranking dari solusi alternatif pada Analytic Hierarchy Process (AHP) yaitu memilih 
solusi alternatif terbaik berdasarkan jarak terdekat dari solusi ideal.  
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Proses metodologi dalam penelitian ini adalah:  
 
 
Gambar 1. Kerangka Penelitian 
 
2. Proses Hierarki Analitik 
Proses Hierarki Analitik (Analytical Hierarchy Process - AHP) dikembangkan oleh Dr.Thomas 
L. Saaty dari Wharton School of Bussiness pada tahun 1970-an untuk mengorganisasikan 
informasi dan judgement dalam memilih alternatif yang paling disukai (Saaty, 1983).  
Pada dasarnya langkah-langkah pengambilan keputusan dalam metode Analytical Hierarchy 
Process (AHP) meliputi: 1. Mendefinisikan masalah dan menentukan solusi yang diinginkan. 2. 
Membuat struktur hirarki yang diawali dengan tujuan umum, dilanjutkan dengan subtujuan-
subtujuan, kriteria dan kemungkinan alternatif-alternatif pada tingkatan kriteria yang paling 
bawah. 3. Membuat matriks perbandingan berpasangan yang menggambarkan kontribusi relatif 
atau pengaruh setiap elemen terhadap masing-masing tujuan atau kriteria yang setingkat di 
atasnya. Perbandingan dilakukan berdasarkan “judgment” dari pengambil keputusan dengan 
menilai tingkat kepentingan suatu elemen dibandingkan elemen lainnya. Dibawah ini merupakan 
penetapan skala kuantitatif satu sampai sembilan untuk menilai perbandingan tingkat 
kepentingan suatu elemen terhadap elemen lain oleh (Saaty, 1980). 
 
3. Proses Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS) 
Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS) adalah salah satu 
metode pengambilan keputusan multikriteria yang pertama kali diperkenalkan oleh Kwangsun 
Yoon dan Hwang Ching-Lai (1981). Kategori dari metode Technique for Order Preference by 
Similarity to Ideal Solution (TOPSIS) adalah kategori Multi Criteria Decision Making (MCDM) 
yaitu teknik pengambilan keputusan dari beberapa pilihan alternatif yang ada, khususnya Multi 
Criteria Decision Making (MCDM). Technique for Order Preference by Similarity to Ideal 
Solution (TOPSIS) bertujuan untuk menentukan solusi ideal positif dan solusi ideal negatif. 
Dalam metode Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS), 
alternatif yang optimal adalah yang paling dekat dengan solusi ideal positif yang paling jauh dari 
solusi ideal negatif. 
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Berikut adalah tahapan dalam metode Technique for Order Preference by Similarity to Ideal 
Solution (TOPSIS): Membuat matriks keputusan yang ternomalisasi, Membuat matriks 
keputusan yang ternomalisasi terbobot, Menentukan matriks solusi ideal positif dan matriks 
solusi ideal negatif, Menentukan jarak antara nilai setiap  alternatif dengan matriks solusi ideal 
positif dan negatif, Menentukan nilai preferensi untuk setiap alternatif.  
 
4. Pengumpulan dan Pengolahan Data 
4.1. Perhitungan Analytical Hierarchy Process (AHP) 
1. Mendefinisikan masalah dan menentukan solusi yang diinginkan. 
Untuk mencapai strategi yang tepat, maka perlu dilakukan empat langkah berikut: 
Penentuan sasaran yang ingin dicapai:  
a. Pemilihan Strategi Kebijakan Pembinaan usaha mikro, kecil dan menengah. 
b. Penentuan faktor pemilihan: Demografis/Kependudukan, Ekonomi, Teknologi, Sosial 
Budaya. 
c. Penentuan aktor pemilihan: Pengusaha, Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, Departemen 
Perdagangan. 
d. Penentuan alternatif pilihan: Peningkatan Pemasaran dan Akses Pasar dalam Negeri, 
Kebijakan Permodalan, Pengembangan sumber daya manusia (SDM), Pengembangan 
Kelembagaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), Penyediaan Bahan Baku, 
Produksi. 
2. Membuat struktur hirarki yang diawali dengan tujuan umum, dilanjutkan dengan Aktor, 
Faktor dan kemungkinan alternatif-alternatif pada tingkatan Faktor yang paling bawah. 
 
Gambar 2. Struktur Analytical Hierarchy Process (AHP) 
Keterangan:  
Faktor  : Demografis/Kependudukan : Fa1 
  : Ekonomi   : Fa2 
  : Teknologi   : Fa3 
  : Sosial Budaya  : Fa4 
Aktor  : Pengusaha   : Ak1 
  : Pemerintah Daerah  : Ak2 
  : Pemerintah Pusat  : Ak3 
  : Departemen perdagangan : Ak4 
Alternatif : Peningkatan Pemasaran : A1 
 : Kebijakan Permodalan : A2  
 : Pengembangan SDM : A3 
 : Pengembangan UMKM : A4 
 : Penyediaan Bahan Baku : A5 
 : Produksi   : A6 
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3. Membuat matriks perbandingan berpasangan yang menggambarkan kontribusi relatif atau 
pengaruh setiap elemen terhadap masing-masing tujuan atau faktor yang setingkat di atasnya. 
Perbandingan dilakukan berdasarkan “judgment” dari pengambil keputusan dengan menilai 
tingkat kepentingan suatu elemen dibandingkan elemen lainnya: 
Tabel 1. Hasil Perhitungan Rata-Rata Geometris Responden Faktor 
Kriteria Fa1 Fa2 Fa3 Fa4 
Fa1 1,000 2,542 1,414 2,936 
Fa2 0,393 1,000 0,891 1,399 
Fa3 0,707 1,122 1,000 0,500 
Fa4 0,341 0,715 2,000 1,000 
Tabel 2. Hasil perhitungan antar faktor 
Bobot (W) 0,413 0,189 0,193 0,205 Sum 
AHP Fa1 Fa2 Fa3 Fa4 P 
Fa1 0,413 0,480 0,273 0,602 1,768 
Fa2 0,162 0,189 0,172 0,287 0,810 
Fa3 0,292 0,212 0,193 0,103 0,800 
Fa4 0,141 0,135 0,386 0,205 0,867 
P/w 4,281 4,286 4,145 4,229 16,941 
Tabel 3. Nilai pembobotan masing-masing faktor dan ranking 
Faktor 
Pembobotan 
(Wk) 
Ranking 
Demografis/Kependudukan 0,413 1 
Ekonomi 0,189 4 
Teknologi 0,193 3 
Sosial Budaya 0,205 2 
4. Perhitungan aktor dilakukan terhadap semua sub-sub dari semua faktor. 
5. Perhitungan alternatif dilakukan terhadap semua alternatif dari semua aktor. 
Tabel 4. Prioritas-Prioritas Lokal dan Prioritas Global Subkriteria dari Masalah Pemilihan  
Strategi Kebijakan UMKM 
Aktor               Faktor       
Demografis 
/Kependudukan 
Ekonomi Teknologi 
Sosial 
Budaya 
Prioritas 
Global 
Aktor 
Prioritas 
0,413 0,189 0,193 0,205 
Pengusaha 0,385 0,257 0,205 0,317 0,312 1 
Pemerintah Daerah 0,286 0,165 0,282 0,358 0,277 2 
Pemerintah Pusat 0,161 0,256 0,238 0,145 0,190 4 
Departemen Perdagangan 0,169 0,323 0,275 0,181 0,221 3 
Tabel 5. Prioritas-Prioritas Lokal dan Prioritas Global Alternatif dari Masalah Pemilihan  
Strategi Kebijakan UMKM 
                                 Aktor                                          
Alternatif  
Pengusaha 
Pemerintah 
Daerah 
Pemerintah 
Pusat 
Departemen 
Perdagangan 
Prioritas 
Global 
Alternatif 
Prioritas 
0,312 0,277 0,190 0,221 
Peningkatan Pemasaran dan 
Akses Pasar Dalam Negeri 
0,247 0,228 0,312 0,277 0,260 2 
Kebijakan Permodalan 0,278 0,303 0,348 0,301 0,303 1 
Pengembangan (SDM) 0,227 0,224 0,176 0,175 0,205 5 
Pengembangan Kelembagaan 
UMKM 
0,249 0,245 0,165 0,248 0,232 3 
Penyediaan Bahan Baku 0,117 0,158 0,192 0,186 0,158 6 
Produksi 0,221 0,172 0,173 0,330 0,222 4 
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Tabel 6. Hasil Perhitungan Menggunakan Analytical Hierarchy Process (AHP) 
Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 
Goal Kriteria Bobot 
Sub-
kriteria 
Bobot 
Lokal 
Bobot 
Global 
Sub-
kriteria 
Bobot 
Prioritas 
Global Sub-
kriteria 
Alternatif 
Bobot 
Lokal 
Bobot 
Global 
Alternatif 
Bobot 
Prioritas 
Global 
Alternatif 
Pemilihan 
Strategi 
Kebijakan 
Pembinaan 
UMKM 
Demografis/ 
Kependudukan 
0,413 
Pengusaha 0,385 0,159 
Pengusaha 0,312 
Peningkatan Pemasaran 
dan Akses Pasar Dalam 
Negeri 
0,246 0,077 
Peningkatan 
Pemasaran 
dan Akses 
Pasar Dalam 
Negeri 
0,260 
Pemerintah 
Daerah 
0,286 0,118 Kebijakan Permodalan 0,278 0,087 
Pemerintah 
Pusat 
0,161 0,066 
Pengembangan Sumber 
Daya Manusia (SDM) 
0,227 0,071 
Departemen 
Perdagangan 
0,169 0,07 
Pengembangan 
Kelembagaan UMKM 
0,249 0,078 
Ekonomi 0,189 
Pengusaha 0,257 0,048 Penyediaan Bahan Baku 0,117 0,037 
Kebijakan 
Permodalan 
0,303 
Pemerintah 
Daerah 
0,164 0,031 Produksi 0,221 0,069 
Pemerintah 
Pusat 
0,256 0,048 
Pemerintah 
Daerah 
0,277 
Peningkatan Pemasaran 
dan Akses Pasar Dalam 
Negeri 
0,228 0,063 
Departemen 
Perdagangan 
0,323 0,061 Kebijakan Permodalan 0,303 0,084 
Teknologi 0,193 
Pengusaha 0,205 0,04 
Pengembangan Sumber 
Daya Manusia (SDM) 
0,224 0,062 
Pengem-
bangan 
(SDM) 
0,205 
Pemerintah 
Daerah 
0,282 0,054 
Pengembangan 
Kelembagaan UMKM 
0,245 0,068 
Pemerintah 
Pusat 
0,238 0,046 Penyediaan Bahan Baku 0,158 0,044 
Departemen 
Perdagangan 
0,275 0,053 Produksi 0,172 0,048 
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Tabel 6. Hasil Perhitungan Menggunakan Analytical Hierarchy Process (AHP) (lanjutan) 
Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 
Goal Kriteria Bobot 
Sub-
kriteria 
Bobot 
Lokal 
Bobot 
Global 
Sub-
kriteria 
Bobot 
Prioritas 
Global Sub-
kriteria 
Alternatif 
Bobot 
Lokal 
Bobot 
Global 
Alternatif 
Bobot 
Prioritas 
Global 
Alternatif 
Pemilihan 
Strategi 
Kebijakan 
Pembinaan 
UMKM 
Sosial Budaya 0,205 
Pengusaha 0,317 0,065 
Pemerintah 
Pusat 
0,19 
Peningkatan Pemasaran 
dan Akses Pasar Dalam 
Negeri 
0,312 0,059 
Pengem-
bangan 
Kelembagaan 
UMKM 
0,232 
Pemerintah 
Daerah 
0,358 0,073 Kebijakan Permodalan 0,348 0,066 
Pemerintah 
Pusat 
0,145 0,03 
Pengembangan Sumber 
Daya Manusia (SDM) 
0,176 0,033 
Departemen 
Perdagangan 
0,181 0,037 
Pengembangan 
Kelembagaan UMKM 
0,165 0,031 
      Penyediaan Bahan Baku 0,192 0,037 
Penyediaan 
Bahan Baku 
0,158 
      Produksi 0,173 0,033 
 
     
Departemen 
Perdagangan 
0,221 
Peningkatan Pemasaran 
dan Akses Pasar Dalam 
Negeri 
0,277 0,061 
      Kebijakan Permodalan 0,301 0,067 
      
Pengembangan Sumber 
Daya Manusia (SDM) 
0,175 0,039 
Produksi 0,222       
Pengembangan 
Kelembagaan UMKM 
0,248 0,055 
      Penyediaan Bahan Baku 0,186 0,041 
      Produksi 0,33 0,073 
 
Tabel 7. Konsistensi Data Analytical Hierarchy Process (AHP) 
Perbandingan Berpasangan λ CI CR Keterangan 
Antar Kriteria. 4,235 0,078 0,087 Konsisten 
Perbandingan Berpasangan Subkriteria dari Kriteria Demografis/Kependudukan. 4,118 0,039 0,044 Konsisten 
Perbandingan Berpasangan Subkriteria dari Kriteria Ekonomi. 4,232 0,077 0,086 Konsisten 
Perbandingan Berpasangan Subkriteria dari Kriteria Teknologi. 4,033 0,011 0,012 Konsisten 
Perbandingan Berpasangan Subkriteria dari Kriteria Sosial Budaya. 4,008 0,003 0,003 Konsisten 
Perbandingan Berpasangan Alternatif dari Subkriteria Pengusaha. 6,233 0,047 0,038 Konsisten 
Perbandingan Berpasangan Alternatif dari Subkriteria Pemerintah Daerah. 6,389 0,078 0,063 Konsisten 
Perbandingan Berpasangan Alternatif dari Subkriteria Pemerintah Pusat. 6,604 0,121 0,097 Konsisten 
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Perbandingan Berpasangan Alternatif dari Subkriteria Departemen Perdagangan. 6,581 0,116 0,094 Konsisten 
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4.2. Perhitungan Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS) 
Setelah memperoleh bobot setiap faktor dan aktor serta bobot prioritas alternatif terhadap 
aktor, kemudian dilanjutkan dengan perhitungan Technique for Order Preference by 
Similarity to Ideal Solution (TOPSIS). 
 
4.3. Penggabungan Data dengan Technique for Order Preference by Similarity to Ideal 
Solution (TOPSIS) 
Tabel 8. Pengelompokan Nilai Prioritas Alternatif Terhadap Aktor 
                      Aktor 
Alternatif                                                                      
Pengusaha 
Pemerintah 
Daerah 
Pemerintah 
Pusat 
Departemen 
Perdagangan 
0,312 0,277 0,190 0,221 
Peningkatan Pemasaran dan 
Akses Pasar Dalam Negeri 
0,246 0,228 0,312 0,277 
Kebijakan Permodalan 0,278 0,303 0,348 0,301 
Pengembangan Sumber Daya 
Manusia (SDM) 
0,227 0,224 0,176 0,175 
Pengembangan Kelembagaan 
UMKM 
0,249 0,245 0,165 0,248 
Penyediaan Bahan Baku 0,117 0,158 0,192 0,187 
Produksi 0,221 0,172 0,173 0,331 
 
4.4. Perhitungan Normalisasi Data 
Dalam matriks ini, normalisasi tidak dilakukan karena setiap elemen dalam matriks  memiliki 
dimensi yang sudah bebas. Pada dasarnya, normalisasi hanya digunakan ketika kriteria 
masing-masing memiliki dimensi yang berbeda. 
 
4.5. Pembobotan Data 
Pada proses Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS) data 
diatas dapat difungsikan dan dipengaruhi dengan data penilaian ahli untuk lebih menghasilkan 
data dengan tingkat objektifitas tinggi. Data multi rancangan di tiap alternatif, akan dilakukan 
pembobotan dari data bobot yang dikeluarkan pada metode Analytical Hierarchy Process 
(AHP) sebelumnya: 
Tabel 9. Pembobotan Data dan Penentuan Nilai Batas Atas dan Bawah 
                                                                                           
Aktor 
 Alternatif                                   
Pengusaha 
Pemerintah 
Daerah 
Pemerintah 
Pusat 
Departemen 
Perdagangan 
0,312 0,277 0,190 0,221 
Peningkatan Pemasaran dan Akses 
Pasar Dalam Negeri 
0,077 0,063 0,059 0,061 
Kebijakan Permodalan 0,087 0,084 0,066 0,067 
Pengembangan (SDM) 0,071 0,062 0,033 0,039 
Pengembangan Kelembagaan 
UMKM 
0,078 0,068 0,031 0,055 
Penyediaan Bahan Baku 0,037 0,044 0,037 0,041 
Produksi 0,069 0,048 0,033 0,073 
MAX 0,087 0,084 0,066 0,073 
MIN 0,037 0,044 0,031 0,039 
Untuk perhitungan selanjutnya yaitu mencari nilai positif ideal solusi dan negatif ideal solusi 
membutuhkan data pembanding dan data yang berfungsi sebagai batas atas (Max) dan batas 
bawah (Min).  
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Tabel 10. Pembobotan Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution 
(TOPSIS) 
TOPSIS 
c

 Si

 Si

    SiSi

  Ideal Ranking 
A1 0,027 0,142 0,169 0,840 2 
A2 0,006 0,078 0,084 0,929 1 
A3 0,055 0,039 0,094 0,415 4 
A4 0,043 0,050 0,093 0,538 3 
A5 0,077 0,006 0,083 0,072 6 
A6 0,052 0,032 0,084 0,381 5 
Dari perhitungan data diatas maka dapat dikelompokan hirarki dari masing-masing nilai 
alternatif. 
Tabel 11. Nilai Data Hirarki Variation Alternative 
Variation Alternative Simbol Ranking 
Peningkatan Pemasaran dan Akses Pasar Dalam negeri A1 2 
Kebijakan Permodalan A2 1 
Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) A3 4 
Pengembangan Kelembagaan UMKM A4 3 
Penyediaan Bahan Baku A5 6 
Produksi A6 5 
 
5. Kesimpulan 
Penentuan strategi kebijakan pembinaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) agar 
para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) tetap bertahan dan mengembangkan 
bisnisnya menembus pasar bebas yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan Multi 
Criteria Decision Making (MCDM) yang diimplementasikan adalah Analytic Hierarchy 
Process (AHP) dan Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution 
(TOPSIS), Dimana metode Analytic Hierarchy Process (AHP) digunakan untuk 
menstrukturisasi permasalahan keputusan menjadi bentuk hirarki dan menghitung bobot dari 
masing-masing faktor dan aktor. Sedangkan Technique for Order of Preference by Similarity 
to Ideal Solution (TOPSIS) digunakan untuk menghitung ranking dari solusi alternatif pada 
Analytic Hierarchy Process (AHP) yaitu memilih solusi alternatif terbaik berdasarkan solusi 
ideal. 
Pengolahan data Analytic Hierarchy Process (AHP) perbandingan berpasangan antar Faktor 
didapatkan Demografis/Kependudukan menjadi faktor yang dipilih oleh para responden ahli 
dengan nilai bobot 0,413, perbandingan berpasangan Aktor dari Setiap Faktor dengan nilai 
bobot 0,312 yaitu Pengusaha dan perbandingan berpasangan Alternatif dari Setiap Aktor 
didapatkan Kebijakan Permodalan dengan nilai bobot 0,303. Sedangkan hasil pengolahan data 
Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS) dari Alternatif 
terhadap Aktor didapatkan alternatif Pengusaha dengan nilai 0,929 merupakan solusi 
alternatif terbaik berdasarkan solusi ideal. 
Jadi hasil dari pengolahan Analytic Hierarchy Process (AHP) dan Technique for Order of 
Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS) menunjukan bahwa Kebijakan 
Permodalan adalah strategi terbaik yang harus diaplikasikan dalam penentuan kebijakan 
pembinaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). 
 
6. Saran 
Berdasarkan hasil pembahasan di atas, maka berikut ini akan disampaikan saran yang 
mungkin dapat berguna bagi pihak pemerintah maupun pihak-pihak institusi lain yang terkait. 
Pemerintah sebaiknya mempermudah prosedur pemberian kebijakan permodalan yang 
diorientasikan pada usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), kebijakan tersebut misalnya: 1. 
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Mempermudah Penjaminan Kredit, penyediaan dana penjamin kredit bagi usaha mikro, kecil 
dan menengah (UMKM) untuk meningkatkan akses usaha mikro, kecil dan menengah 
(UMKM) terhadap sumber pembiayaan perbankan. Dana penjaminan ini dapat dimanfaatkan 
oleh usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang layak usaha namun kurang memiliki 
agunan yang memadai dalam memperoleh kredit perbankan. Tentunya permodalan dengan 
jumlah yang lebih besar, persyaratan lebih lunak , dan prosedur yang lebih mudah, serta 
pencairan yang lebih cepat. 2. Mempermudah Sertifikasi Tanah Pengusaha Mikro dan Kecil 
(PMK), dalam rangka perkuatan permodalan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)  
melalui peningkatan aksesabilitas kredit perbankan diperlukan upaya peningkatan 
kemampuan penyediaan jaminan kredit dengan meningkatkan status hukum atas tanah yang 
dimiliki para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). 3. Memfasilitasi para usaha 
mikro, kecil dan menengah (UMKM) dalam menjalin kemitraan pengembangan permodalan 
dengan lembaga keuangan, Business Development Service (BDS) Pembiayaan seperti 
Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB) atau Lembaga Pelayanan Jasa Keuangan (LPJK) 
yang merupakan lembaga untuk memberikan layanan advokasi, mediator, dan pendampingan 
khusus di bidang pembiayaan kepada usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Business 
Development Service (BDS) Pembiayaan juga diposisikan untuk melakukan peran fasilitas 
lanjutan dari proposal yang diajukan dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). 
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